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A. Perlindungan Hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan 
kepada  subyek hukum  yakni  orang  atau  badan  hukum  ke  dalam  bentuk  
perangkat  baik  yang bersifat  prefentif  maupun  yang  bersifat  represif,  
baik  yang  lisan  maupun  yang tertulis.29 Perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia    yang  dirugikan  
orang lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat    
agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh 
hukum atau dengan  kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang  harus  diberikan    oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  
memberikan  rasa  aman, baik secara pikiran  maupun fisik dari gangguan 
dan berbagai ancaman dari pihak manapun.30  
Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  
melindungi masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  
                                                             
29 http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018, Pukul 14.34 WIB 
30 Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang  
Berubah, Jurnal Masalah Hukum , 1993. 
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yang  tidak  sesuai dengan aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  
dan  ketentraman  sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 
martabatnya sebagai manusia.31 
Berikut  merupakan  pengertian  mengenai  perlindungan  hukum  
dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:32 
a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum.33 
b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum 
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 
terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.34 
c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ganguan 
dan berbagai ancaman dari pihak manapun.35 
d. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai 
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal 
                                                             
31 Setiono, Rule Of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3. 
32 http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 14.52 WIB. 
33 Ibid, hlm.3 
34 Ibid, hlm.3. 
35 Ibid. hlm.3. 
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dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu 
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.36 
e. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan 
arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum 
saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan 
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia 
sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia 
serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak 
dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.37 
Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, 
pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan 
menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk 
yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, 
perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa 
perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap 
harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadahak asasi manusia di 
bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia 
bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber 
                                                             
36 Ibid, hlm 3. 
37 Ibid. hlm 4. 
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tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan 
martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana 
perlindungan hukum preventif dan represif. 
 
2. Perlindungan Hukum Pasien 
Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan 
itu akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas 
kesehatan manusia, agar dalam kehidupannya senantiasa terjamin. Tenaga 
kesehatan akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dan 
objek dari upaya kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan, baik 
pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan 
individu. Pada pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara 
pasien, dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hubungan itu manjadi 
landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai kesehatan untuk 
melindungi pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain seperti 
moral, etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban. 
Manusia dalam kehidupannya mempunyai hak-hak dasar yang lebih 
dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pihak lain. Pada 
dasarnya hak- hak (asasi) pribadi subjek hukum –dalam hal ini adalah 
pasien- dalam hukum kesehatan adalah: hak untuk hidup, hak untuk mati 
secara wajar, hak penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah, 
37 
 
dan hak atas tubuh sendiri .38 
Untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan 
kesehatan, pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan pada tahun 1999 telah diundangkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Mengenai kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan 
dan dokter/tenaga kesehatan sebagai sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa 
pelayanan kesehatan sendiri masih terjadi perdebatan. 
Pihak yang berpendapat bahwa kedudukan pasien sebagai 
konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai 
sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan beralasan 
bahwa pasien agar selalu pasien berpedoman pada Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini didasarkan pada 
Keputusan Menteri Kesehatan 756/2004, yang menyatakan jasa layanan 
kesehatan termasuk bisnis. Bahkan, World Trade Organisation (WTO) 
memasukkan Rumah Sakit (RS), dokter, bidan maupun perawat sebagai   
pelaku   usaha   (Marius   Widjajarta,   http://sorot.vivanews.com/).   Dengan 
demikian jelas bahwa kedudukan pasien sebagai konsumen dan 
dokter/tenaga kesehatan maupun rumah sakit sebagai pelaku usaha, oleh 
karena itu penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen adalah tepat. 
                                                             
38 Herkutanto, Soerjono Soekanto, 1987. Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya, 
Bandung, hlm. 119. 
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Sementara pihak yang tidak sependapat dengan penerapan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika 
terjadi konflik antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan maupun rumah 
sakit berargumentasi bahwa hubungan terapeutik pada dasarnya merupakan 
hubungan perikatan yang khusus, oleh karena itu apabila terjadi konflik atau 
sengketa antara penyedia jasa dengan penerima jasa pelayanan kesehatan 
maka masing-masing pihak tunduk pada konsep hukum yang mengaturnya. 
Dalam transaksi terapeutik , karakteristik perikatannya adalah ispanning39, 
artinya perikatan yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi 
didasarkan pada upaya yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini dokter atau 
rumah sakit tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan suatu hasil 
yang diinginkan pasien, karena dalam transaksi medis banyak hal yang 
berpengaruh yang merupakan faktor diluar jangkauan kemampuan dokter, 
misalnya; daya tahan pasien, usia, kondisi fisik, tingkatan penyakit yang 
diderita, kepoatuhan pasien, kualitas obat serta tersedianya fasilitas 
pelayanan kesehatan. Oleh karenanya perikatan ini tunduk pada asas-asas 
umum perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata40. 
Terlepas dari silang pendapat mengenai aturan yang harus 
diterapkan ketika terjadi konflik atau sengketa antara pasien dengan 
penyelenggara pelayanan kesehatan, yang tidak kalah penting adalah 
                                                             
39 Komalawati, Peranan Invormed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan 
Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 
hlm. 84. 
40 Yuliati, Kajian Yuridis Perlindungan Hokum Bagi Pasien Dalam Undang-Undang Ri 
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktik , Fakultas 
Hokum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 12. 
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dengan cara/mekanisme seperti apa sengketa itu akan diselesaikan. Pada 
dasarnya penyelesaian konflik antara pasien dengan penyelenggara 
pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara litigasi 
(melalui proses peradilan) dan cara non litigasi (di luar proses peradilan). 
Apabila dipilih penyelesaian melalui proses pengadilan, maka 
penggugat akan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri di wilayah 
kejadian, dapat dengan menggunakan kuasa hukum (pengacara) ataupun 
tidak. Dalam proses pengadilan umumnya ingin dicapai suatu putusan 
tentang kebenaran suatu gugatan berdasarkan bukti-bukti yang sah (right-
based) dan kemudian putusan tentang jumlah uang ganti rugi yang "layak" 
dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Dalam menentukan putusan benar-
salahnya suatu perbuatan hakim akan membandingkan perbuatan yang 
dilakukan dengan suatu norma tertentu, standar, ataupun suatu kepatutan 
tertentu, sedangkan dalam memutus besarnya ganti rugi hakim akan 
mempertimbangkan kedudukan sosial-ekonomi kedua pihak (Pasal 1370-
1371 KUH Perdata. 
Apabila dipilih proses di luar pengadilan (alternative dispute 
resolution), maka kedua pihak berupaya untuk mencari kesepakatan tentang 
penyelesaian sengketa (mufakat). Permufakatan tersebut dapat dicapai 
dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung (konsiliasi atau 
negosiasi), ataupun melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrasi, atau cara-cara 
kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak membuat putusan, sedangkan 
arbitrator dapat membuat putusan yang harus dipatuhi kedua pihak. Dalam 
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proses mufakat ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung 
berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak (interest-based, win- win 
solution), dan bukan right-based. Hakim pengadilan perdata umumnya 
menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan, bahkan akhir-
akhir ini hakim memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu. 
 
B. Hukum Kesehatan 
1. Pengertian Hukum Kesehatan 
Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis”, melindungi 
secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program 
pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “health for 
all” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “receiver” untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan.41 Dengan sendirinya hukum kesehatan 
ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan 
dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok 
masyarakat.42 
Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran 
dasarnya menyatakan “Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum 
yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan 
dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap 
                                                             
41 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 
2014,hlm.16. 





lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari 
pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi; 
sarana pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang 
kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran 
kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum 
kesehatan yang menyangkut pelayanan medis”.43 
Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan 
kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum 
administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal 
tersebut.44 Hal yang sama juga disampaikan oleh Van Der Mijn, hukum 
kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan 
dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum 
perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.45 Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh 
kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
pelayanan kesehatan. 
Berdasarkan uraian diatas, Hukum kesehatan merupakan kaidah 
atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, 
individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek 
                                                             
43 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11. 
44 Ibid., hlm. 13. 
45 Cecep Triwibowo, Op.Cit., hlm. 15. 
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organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan atau dengan kata lain 
hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan 
atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan 
dan pelayanan kesehatan. 
2. Dasar Hukum Kesehatan 
Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis 
(undang-undang), namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus, dan 
pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin).46 Hukum 
kesehatan dilihat dari objeknya mencakup segala aspek yang berkaitan 
dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid).47  
Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa sumber hukum kesehatan 
cukup luas dan kompleks. Bentuk hukum tertulis atau undang-undang 
mengenai hukum kesehatan diatur dalam: 
a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya 
disebut UU No. 36 Tahun 2009). 
b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya 
disebut UU No. 44 Tahun 2009). 
c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(selanjutnya disebut UU No. 29 Tahun 2004). 
                                                             
46 Ta’adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC, 
Jakarta, 2013, hlm. 5. 
47 Cecep Triwibowo, Op.Cit. 
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Menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan 
Indonesia (PERHUKI) dijelaskan bahwa Hukum Kesehatan adalah : 
Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan 
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini 
menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan 
segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan 
kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan 
kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, 
pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan 
kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya48. 
 
Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. 
Perkembangannya dimulai pada waktu World Congress on Medical Law di 
Belgia tahun 1967.49 Perkembangan selanjutnya melalui World Congress of 
the Association for Medical Law yang diadakan secara periodik hingga saat 
ini. Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dari 
terbentuknya Kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI/RS 
Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum 
Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 
dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia 
(PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987. 
 Pada Konas PERHUKI pada tahun 1993 dijelaskan bahwa Hukum 
kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang 
bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum 
Kedokteran/Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi 
                                                             
48 Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm.10. 




Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum 
Kesehatan Lingkungan dan sebagainya.50 
 Menurut Leenen, Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum 
yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan 
penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana, 
yang dapat diterapkan dalam dalam hubungannya dengan pemeliharaan 
kesehatan; disamping itu pedoman internasional, hukum kebiasaan dan 
jurisprudensi yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga 
hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.51 
 
3. Asas-Asas Hukum Kesehatan 
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus 
memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan 
kesehatan. Asas tersebut dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai 
berikut : 
a. Asas Perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan 
harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, 
agama dan bangsa; 
                                                             
50 Hanafiah, M.J, Amir, A., Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 
1999, hlm. 10. 
51 Wiradharma Danny, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27. 
45 
 
b. Asas keseimbangan berart bahwa pembangunan kesehatan harus 
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik 
dan mental serta antara material dan spiritual; 
c. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan 
perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara; 
d. Asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat 
memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan 
penerima dalam pelayanan kesehatan; 
e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa 
pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum; 
f. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan harus dapat memberikan 
pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat 
dengan pembiayaan yang terjangkau; 
g. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan 
kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan 
lakilaki dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan 
h. Asas norma-norma agama berarti pembangunan kesehatan harus 
memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang 
dianut oleh masyarakat. 
4. Bentuk-bentuk Pelayanan Kesehatan 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 
menyatakan bahwa : 
a. Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 
1) Pelayanan kesehatan perorangan; dan 
2) Pelayanan kesehatan masyarakat. 
b. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif. 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 
Rumah Sakit menyatakan bahwa : 
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggrakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, 
rawat jalan, dan gawat darurat. 
 
Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa : “Pelayanan kesehatan paripurna 
adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif.” Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan 
kegiatan yang bersifat promosi kesehatan; 
b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan 
terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit; 
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c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 
pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian 
kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin; 
d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat 
sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota msayarakat yang berguna 
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan 
kemampuannya. 
5. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan 
Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjalin 
antara rumah sakit dengan pasien.52 
 Dilihat dari aspek perdata, hubungan antara pasien dan dokter atau 
rumah sakit dalam pelayanan kesehatan disebut dengan transaksi terapeutik. 
Apabila atas penjelasan dokter, pasien telah dapat mengerti dan akhirnya 
menyetujui untuk dilakukan suatu tindakan guna upaya memulihkan 
kesehatannya, maka terhaap persetujuan tersebut timbul hak dan kewajiban 
bagi dokter atau rumah sakit dan pasien. Dari aspek perdata seorang dokter 
yang merawat pasien oleh peraturan dimungkinkan adanya tuntutan ganti 
rugi. 
                                                             





C. Perihal Tindakan Persalinan 
1. Pengertian Persalinan 
Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta, dan selaput ketuban 
keluar dari uterus ibu. Persalinan dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi 
dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis).53 
Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, janin 
turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan 
ketuban terdorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan dan kelahiran 
normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup 
bulan (37 – 42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala 
yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun 
pada janin. 
Persalinan menurut Ida Bagus Gde Manuaba menyatakan bahwa 
persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang 
telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau 
melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). 
Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi melalui jalan lahir yang 
diikuti dengan pengeluaran plasenta dan  selaput ketuban secara utuh. 
2. Jenis-Jenis Persalinan 
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a. Persalinan normal 
Persalinan normal merupakan persalinan yang cenderung aman dan 
minim risiko. Proses persalinan melalui lubang vagina ini, umumnya 
berlangsung kurang dari 24 jam. Meskipun begitu, Ibu harus melakukan 
persiapan untuk melahirkan normal sejak dini.54 
Persalinan normal dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yakni 
kekuatan Ibu saat mengejan, keadaan jalan lahir, serta kondisi janin. 
Ketiga faktor ini harus berada dalam kondisi yang baik agar persalinan 
normal dapat berjalan dengan baik. Jika ada masalah pada salah satunya, 
maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter terkait 
apakah persalinan normal masih dapat dilakukan atau tidak. 
b. Persalinan dibantu alat 
Jika persalinan normal tidak dapat dilakukan karena kondisi 
tertentu, dokter mungkin menyarankan melakukan persalinan dengan 
alat bantu, yaitu dengan vakum dan forsep. Umumnya, persalinan 
dengan alat bantu dilakukan jika Ibu kehabisan tenaga untuk mengejan. 
c. Persalinan caesar 
Persalinan caesar ini juga biasa dikenal dengan bedah sesar, 
maksudnya proses persalinan yang dilakukan tersebut dengan 
melakukan pembedahan dimana irisan akan dilakukan pada bagian 
perut ibu dan juga rahim untuk mengeluarkan bayi. Alasan 
dilakukannya proses persalinan ini juga bermacam-macam, baik itu 
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karena bayi dalam posisi sungsang, sang ibu takut melahirkan secara 
normal ataupun karena karena faktor penyakit tertentu. 
d. Persalinan didalam air 
Persalinan di dalam air, merupakan metode persalinan normal 
dengan sedikit modifikasi, yaitu Ibu berendam di dalam bak atau kolam 
berisi air hangat saat sedang melahirkan si Kecil. Persalinan yang 
awalnya populer di Eropa ini ditujukan untuk memudahkan bayi lahir 
dan mengurangi rasa stres pada Ibu. Menurut Americanpregnancy.org, 
air hangat dapat memberikan efek menenangkan, serta dapat membuat 
Ibu bergerak dengan lebih bebas karena air dapat mengurangi beban 
bada tubuh. 
 
D. Perihal Tanggung Jawab 
1. Pengertian Tanggung Jawab 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab 
adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh 
dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung 
jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa 
yang telah diwajibkan kepadanya.55 Menurut hukum tanggung jawab adalah 
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suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya 
yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.56  
Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang 
tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut 
juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak 
dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. 
Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim 
mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut 
dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban 
ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikansebagai 
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu 
tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada57. 
Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus 
mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi 
seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan 
kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.58 
2. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata 
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Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung 
jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan 
melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan 
dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya 
mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, 
akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang 
lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. 
Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan 
untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang 
dirugikan.59 
Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 
perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang 
dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan 
kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari 
perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:60 
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan 
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 
kesengajaan maupun kelalaian) 
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian 
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Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:61 
a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 
kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 
KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, 
yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut”. 
b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: 
“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. 
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat 
dalam Pasal 1367 KUHPerdata yaitu: 
1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 
kerugain yang disebabkan karena perbuatan orang-orang 
yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-
barang yang berada dibawah pengawasannya; 
2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, 
yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal 
                                                             




pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan 
kekuasaan orang tua dan wali; 
3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang 
lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah 
bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh 
pelayan-pelayan atau bawahanbawahan mereka di dalam 
melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 
dipakainya; 
4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung 
jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid 
dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini 
berada dibawah pengawasan mereka; 
5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika 
orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu 
membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah 
perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung 
jawab. 
Tanggung Jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata 
melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. 
Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. 
Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak 
yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar 
kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai 
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(wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban 
hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata 
berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubugan 
hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum62. 
3. Jenis-Jenis Tanggung Jawab 
Jenis-jenis tanggung jawab adalah sebagai berikut:63 
a) Tanggung jawab dan Individu 
Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat 
bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari 
perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi 
atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat 
yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya 
sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat 
individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan. 
Friedrich August von Hayek mengatakan bahwa 64 “Semua 
bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu 
pada tanggungjawab individu”. Istilah tanggungjawab bersama 
umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab 
itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi 
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setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang 
disebut penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari 
keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan 
pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung 
si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan 
pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin 
ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung 
akibat dari keputusan tersebut. 
b) Tanggung jawab dan kebebasan 
Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang 
yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan 
mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang 
mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak 
manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk 
kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat 
keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu 
masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu 
harus mengambilalih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari 
konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran 
seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti 




George Bernard Shaw mengatakan bahwa65“Persaingan yang 
merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin 
terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang manusia baru akan 
dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk 
tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung 
akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun 
kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan 
masyarakat sosialis: secara resmi memang semua bertanggungjawab 
untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tak seorangpun 
bertanggungjawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.” 
c) Tanggungjawab sosial 
  Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah 
tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, 
lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari 
penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas 
muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut 
kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. 
  Untuk mengimbangi “tanggungjawab sosial” tersebut 
pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal 
untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan 
uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait 
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ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi 
tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat 
sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini 
adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri 
sendiri dan orang lain.Semboyan umum semua birokrat adalah 
perlindungan sebagai ganti tanggungjawab. 
d) Tanggung jawab terhadap orang lain 
Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak 
situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab 
terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana 
manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua 
bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling 
tanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan 
susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini 
khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak 
mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya 
sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk 
perkawinan atau tidak. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini 
tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya 
bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela – pada 
kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya 
sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian. 
e) Tanggungjawab dan risiko 
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Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai 
risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan 
penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang 
kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara 
untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. 
Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya 
tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana. 
4. Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan 
Pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan atau pelayanan 
medis yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk 
diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga medis 
yang dimaksud adalah dokter yang bekerjasama dengan tenaga profesional 
lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada 
pasien. 
Apabiladalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan 
kerugian terhadap pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada 
pihak rumah sakit, terlebih dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut 
dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Setiap masalah yang 
terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. 
Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh dokter, maka rumah 
sakit yang bertanggung jawab secara umumnya dan dokter sebagai 
pelaksana tindakan medis dapat dikenakan sanksi. 
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Pertanggung Jawaban dalam hal pelayanan kesehatan merupakan 
pertanggungjawaban yang terjadi karena adanya unsur kesalahan atau 
kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merugikan pasien. 
Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kesehatannya 
harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatannya tersebut. 
Bisa dilihat Tanggung Jawab dalam Hukum Kesehatan diatur dalam 
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sebagai berikut : 
1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 
tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang 
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 
pelayanan kesehatan yang diterimanya. 
2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan 
penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 
keadaan darurat. 
3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
5. Teori  Tanggung Jawab 
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Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan 
melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :66 
a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 
melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat 
atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan 
mengakibatkan kerugian. 
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep 
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum 
yang sudah bercampur baur (interminglend). 
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada 
perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya 
meskipun bukan kesalahannya  tetap  bertanggung  jawab  atas  kerugian  
yang  timbul  akibat perbuatannya. 
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